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Kata Pengantar

Buku ini hadir didorong setidaknya oleh dua hal yang menjadi 
keprihatinan penulis. Pertama, karena buku yang ditulis terkait makna 
atas Pancasila yang penuh dengan tafsir sekuler cukup marak. Hal ini 
disebabkan kalangan intelektual dengan nalar demikian sangat rajin 
membanjiri dunia kesarjanaan dan literasi dengan tafsir prosekularisme. 
Perspektif yang digunakana juga beragam. Ada yang memakai kacamata 
historis, tata negara, hingga teori politik. Bahkan bisa dikatakan upaya-
upaya membuat makna Pancasila yang sekuler sudah terjadi sejak Pancasila 
menjadi falsafah bangsa. Kedua, tantangan keberagaman makin memberi 
ruang pada gagasan sekuler untuk mendompleng dan mematri sekularisme 
pada tubuh Pancasila. Seolah kebinekaan telah menutup gagasan kegamaan, 
khususnya Islam, untuk turut mewarnai kehidupan berbangsa. Terlebih 
klaim, yang kerap dipakai dalam konteks keberagaman, bahwa tidak 
ada relasi mayoritas-minoritas dalam Pancasila, Islam universal bukan 
Islam partikular, seringkali ditelan tanpa kritik memadai. Tak heran jika 
kemudian klaim-kalim berbau sekuler sekaligus membenuk tafsir pancasila 
itu menjadi masif, dominan dan diterima luas. 

Kritik atas tafsir sekuler dalam tulisan serius dan ilmiah bukan tidak 
ada, namun tidak semasif dan dominan gagasan sekuler. Contoh yang 
paling dekat adalah terkait isu    politik identitas dan radikalisasi. Kedua 
isu ini kuat beraroma membawa Islam sebagai tersangka utama. Politik 
identitas dan radikalisasi didorong sedemikian rupa hanya terbatas untuk 
agama dan kelompok pendukungnya. Gagasan keagamaan yang seharusnya 
bisa menjadi salah satu nilai penting kehidupan, dibuat peyoratif. Siapapun 
pejuang syariat akan dituduh pembawa    politik identitas dan radikalisasi. Ini 
belum termasuk politik kebijakan yang memandang simbol agama seperti 
kerudung atau jilbab (kasus SKB Tiga Menteri terkait seragam sekolah dan 
sikap BPIP terhadap kerudung Paskibraka) dan isu klaim eksklusivisme 
agama sebagai pemecah belah serta intoleran. 

Gejala-gejala tersebut perlu mendapat respon serius terutama dari 
kalangan intelektual sebagai tanggung jawab keilmuan dan keumatan. 
Tafsir Pancasila yang tidak valid seharusnya tidak diterima publik tanpa 
kritik atau menjadi dominan. Untuk itu penulis merasa perlu menanggapi 
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persoalan tafsir Pancasila ini baik sebagai kritik terhadap tafsir sekuler yang 
beredar luas ataupun sebagai gagasan bagaimana menafsir Pancasila dan 
relasinya dengan identitas mayoritas bangsa. 

Sejatinya sejumlah karya yang membawa tema seputar syariat dan 
Pancasila ke tengah perbicangan kesarjanaan sudah ada. Untuk menyebut 
beberapa di antaranya adalah Pancasila Bukan untuk Menindas Hak 
Konstitusionalitas Umat Islam  (2009) karya Adian    Husaini. Lalu Metode 
dan Startegi Penerapan Syariat islam di Indonesia (2015) yang ditulis Jeje 
Zaenudin. Jauh sebelum itu sudah ada karya Guru Besar Hukum Universitas 
Indonesia, Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum 
dan Tata Hukum Islam di Indonesia (1990). Ada juga karya monumental 
Endang Saifuddin    Anshari yang merupakan tesis beliau di McGill 
University, Kanada, berjudul  e    Jakarta Charter of June 1945 A History of 
 e Gentleman’s Agreement Between  e Islamic and  e Secular Nationalists 
In Modern Indonesia (1976). Kemudian tesis tersebut diterjemahkan ke 
dalam Bahasa Indonesia dengan judul,    Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah 
Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959 
(1997). Setelah itu juga ada buku yang merupakan kumpulan tulisan Yusril 
Ihza Mahendra, Dinamika Tata negara Indonesia (1996). Buku ini memang 
tidak spesi� k mengupas tema seputar syariat dan Pancasila. Namun, ada 
bagian kecil di buku tersebut yang menjelaskan keberlakuan syariat Islam. 

Sejumlah karya yang disebut di atas merupakan buah gagasan dari para 
penulis brilian yang menarik. Hanya saja penulis melihat belum terdapat 
karya spesi� k membahas relasi syariat dan Pancasila ditelisik dari sudut 
teori keberagaman. Padahal tema kebinekaan telah menjadi isu nasional 
dan dunia. Ditambah argumen kebinekaan ini kerap kali digunakan guna 
membungkam syariat. Untuk itu penulis berupaya membawa tema relasi 
syariat dan Pancasila dalam konteks kebinekaan, terutama teori keberagaman. 
Apakah benar kebinekaan bisa menjadi alasan valid mencegah nilai agama 
memengaruhi kebijakan publik baik langsung maupun tak langsung?

Semoga diterbitkannya buku ini makin menambah khazanah 
pemikiran seputar tafsir Pancasila dan menjadi sumbangsih tersendiri bagi 
ilmu dan peradaban. Secara khusus, penulis berharap agar karya ini diridai 
Allah swt dan dihitung sebagai amal kebaikan.

      Bekasi, 19 November 2024    
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